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BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :900/ ¢l /2023

TENTANG

PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH BERUPA UANG
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KEPADA KEPOLISIAN RESOR KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2023

'BUPATI KENDAL,

a. bahwa dalam rémgka miendukung pelaksanaan tugas-tugas

Kepolisian Resor Kendal dalam memberikan pelayanan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), maka sesuail Berita
Acara  Hasil Verifikasi =~ Proposal = Pengajuan  Sarana
Prasarana/Fasilitas Pendukung Dalam Pelayanan SKCK Polres
Kendal Nomor : 220/0345/2022 tanggal 25 Maret 2022 dan
Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kendal Nomor : 900/0350/2022 tanggal 25 Maret 2022 Perihal
Rekomendasi, dipandang perlu memberikan hibah berupa uang
kepada Kepolisian Resor Kendal Tahun Anggaran 2023;

. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf D angka 2 huruf e

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
juncto ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal
Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan  Penatausahaan, Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun
2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta

Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kendal, penerima dan besaran hibah ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah
berupa uang kepada Kepolisian Resor Kendal Tahun Anggaran
2023; : '

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi
Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516});
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,
13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2022 Nomor 9);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 23)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal
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Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan,
dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 63);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022
Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Memberikan hibah berupa uang kepada Kepolisian Resor
Kendal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp89.940.000,00
(delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu
rupiah).

Pengelolaan keuangan dana hibah sebagaimana dimaksud
diktum KESATU harus dilaksanakan dengan pendekatan
menajemen yang baik berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan
keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud diktum
KESATU harus sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2023, Proposal Hibah beserta perubahannya yang
diajukan kepada Bupati Kendal, dan Naskah Perjanjian Hibah
Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan
Kepolisian Resor Kendal.

Kepala Kepolisian Resor Kendal sebagaimana dimaksud diktum
KESATU, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
dan pengelolaan dana hibah kepada Bupati Kendal melalui
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal
dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Dltetapkandl Kendal
/pada tanggal' 2< Jawoar) 2023
/ BH

" 'BUPATI KENDAL,

%7 DICO.M/GANINDUTO

SALINAN disampaikan kepada Yth : e
1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal,;

2. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal ;

3. Penerima hibah yang bersangkutan,;
4

. Arsip.




